A ¢

" SALINAN

' BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI_ JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 23 TAHUN 2019

’I‘ENTANG

PERUBAHAN A’I‘AS PERATURAN DAERAII }\ABUPATEN l\ARAN(xANYAR '
' 'NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN MENARA
‘ TELEI\OMUNI}\ASI '

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

| | - BUPATI KARANGANYAR, |
Menimbang: a. bahwa dengan dlhapusnya penf’aturan terkait 1zm_
. | ',‘,'gangguan perubdhan pengaturan kawasan serta
o perkembangan tekno]om terkait adanva aneka ragam i
| Jcmq banounan " ‘menara lCl(.k()lrllll\lkdb] maka
Peratumn Daerah I\cxbupaten I\arangamdr Nomor 12. :
- Tahun 2013 | tentang | Pengendallan ' Menara
vTeIekomumkam pcrlu diubah; '
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
- dimaksud cliala‘n_i huru“f‘_a, vméka IJCI'ILl,_mcl'chalpkag -
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan =
~ Daerah Kab‘upaten I\aranganyar Nomor 12 Tahun 2013 -
| : . tentang Pengendallan Menara Telekomumkam '
: Méhgingat.:' 1. Pasal 18 Iayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
- '~ Republik Indonesia Tahun 1945; | o
2. Undang-UnIdang-Nomor 13 ’I‘ahun 1950 ° ten,tangk‘
-Perh_'bvent‘u»k!an ’-DaerahLDaerah Kabupaten Dalér‘n :
".Lin‘g'kungaril’lPro?pinsi- Jawa Tcngah {Berita Negara

Republlk Indon<—;:51a Tahun 19350 Nomor 42);




.‘.“Undét‘ig-Und‘éﬁg Nomor 36 Tahun 1999 'fte’_'rltangﬂ
“Telekomunikasi (Lembaran  Negara Republik_‘
Indonesia | Tahﬁn 1999 Nomdr 154 Tarﬁbahah |
Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 3881),
Undang-Undang Nomor 28" Tahun 2002 tentang
.Bangunan chuno (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahanv
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4247);

. Undang-Undang 'Nomor 26 ’I‘ahun 2007 tentang
Penatéan Ruahg (Lembaran Negara Republik Indonesza'
| ‘Tahun 2007 ‘Nomor 68, Tambahan Lcrnbdran Negara
_ Repubhk Indonesia Nomor 4725);

. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
"Daerah dan Retribusi .Dae‘rah (Lembaran Negara
}_vRepublik Indone31a Tahun . 2009 VIN(')mor 130,
‘f’l‘ambahan Lembaran Negara Republik Indyones‘ia'b
Nomor 5049); | | o
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 vtentang
vv}’Perhndungan dan Pengelolaan ngkungan Hidup
""‘(Lembaran Negara Republik Indonesxa Tahun 2009
‘, Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik
E Indonesia Nomor 5059); - o - o
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
’Pcmermtahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
vﬁ,'fﬂlndonema ‘Tahun - 2014  Nomor 244, Tambahan
_ Lembaran Ncgara Republlk Indonesxa Nomor 5587)
“v‘sebagazmana telah beberapa kali diubah terakhir
| dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas - Undang- Undang Nomor 23
: Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaranb
Negara Republlk Indonesxa Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Ncgara Repubhk Indonema
- Nomor 56/9), -



9
o .""'vtcntang Penyeicng araan Telekomumkas1 (Lembaran‘
';_-_,_Negara Repubhk Indone31a Tahun 2000 Nomor 107 S

' 'Tambahan _ Lembaran Negara Repubhk Indones1a e

Peraturan Pemermtah Nomor 52 Tahun' 2000 R

B _b"Nomor 3981),  -

10

.;Peraturan Pemermtah Nomor 53 Tahun 2000 tentang

o 'Penggunaan Spektrum F‘rekucn51 Radlo dan Orbxt»'v

- 2000 Nomor 1,08 Tambahan Lembaran | Negaraf{::" ‘- - o
: »v-}j',v.Repubhk Indone31a : Nomor 3981}, R
1L

;Sateht (Lembdran Negara Repubhk Indone31a Tahun:”

Peraturan Pemermtah Nomor 36 ’I‘ahun 2005 tentang 3 '
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 Lt

o tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Repubhk:: | . h

Indonema 'I‘ahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lcmbaran

Negara Repubhk Indonesaa Nomor 4532), .

12,

Peraturan Pemermtah Nomor 26 ’I‘ahun 2008 tentang ) k

“Rencana Tata Ruang Wllayah Nasmnal (Lembaran'»',v' -
:"»:::Negara Republlk indonesm Tahun 2008 Nomor 48 T

Tambahan Lembdran Negara RGPUbhk IndoneSIa}_l |

Nomor 4833) qebagalmana telah dxubah dengan,. "

.} .Peraturan Pemermtah Nomor 13 Tahun 2017 tentang | =

‘Perubahan atas Peraturan Pemermtah Nomor 26"

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wllayah f

,,Nas1onal (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun .
 32017 Nomor 77); R

.'vPeraturan : Pcmermtah Nomor 47 "‘TahUn" 2012

“",Tanggung Jawab 8051al dan ngkungan Perseroan»v"

_,,Terbatas (Lcmbaran Negara Repubhk Indone51a Tahun _

| 20 12 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Repubhk_ o

L Indonema Nomor 5305)

,_;‘Elektromk (Lernbaran Negara RePUbhk Indonesla B o
S Tahun 2018 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negaraj R
,*jvf'RepubhkIndonema Nomor 6215), - AL :

Peraturan Pemermtah Nomor 24 Tahun 2018 tentangt,”b N

Pelayanan Peruman Berusaha Termtegram Secara o



E A

15 Peraturan D aerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 . B
:v;.’a;,-;:-;Tahun 2009 tentang Bangunan :(Lembaran Daerah:‘{j
KabUpaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 21) R | |
Peraturdn Dacrdh deupaten Karanganyar Nombr 1-{ L
:,:j,_'.:,Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wﬁayah'}f” |
| Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten‘ :i _;‘:,
| '.“j",Karanganyar ‘Tahun 12013 “Nomor Tambahan}‘j;; T

Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar NomOr a o
Sebagalmana tclah d1ubah dengan Peraturan Daerah;}
vKabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2 01 5 Do
'~77.,.f,;b.tentang Perubahan atas Peréturan Daerah Kabupaten s .
Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana}“f C
i’[‘ata | Ruang Wliayah Kabupatcn Karanganyar'_.‘:f"“77~
Jiiv»_’t"‘Lembaran , Dacrdh [\abupaten hardnganyar Tahun
5 .. }2019 Nomor 19 Tambahan . Lembaran Daerah{{';:" -
ot Kabupaten Karanganyar Nomor 11 1) ’ :
:".Peraturan Daerah Kabupaten Karangdnyar Nomor 12 -
! Tahun 2013 Lcntang Pengenddhan ‘ Meﬂara 1 R
o TelekomumkaSI ' (Lembaran Daerah | Kabupateni_
. ‘Karanganyar 1ahun 2013 Nomor 12 Tambahan R
o ‘,,":Lembaran Daerah kabupaten Karanganyar NomOr 12) : _
| b';‘Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 R
 Tahun . 2015 tentano Penyelenggaraan Keteruban”‘f‘fi‘ o
- fi;,__"v‘Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaranv?:
o ”'“-."”;vaaerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor;l’: |
28 ’I‘ambahan o Lembaran ; Daerah KabUpaten’L
Karanganyar Nomor 52), ‘ i e -
vn_“:.‘:'Peraturan Daerah Kabubpaten I&arangn}dr Nom Or 2    ' :: :‘
. :‘Tahun 2016 tentang Pejabat Penyldlk PegaWal Nes geri .
Slpﬂ d ngkungan Pemermtah Kabupatenw_,v R
- Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten o e

: Karanganyar Tahun 2016 Nomor 2], e ; .




20 Peraturan Daerah habupaten Karangnyar Nomor 3

Tahun . 2018 tentang Penghentlan Layanan Izin -
Gangguan dan Pemungutan Reribusi Izin Gangguan‘

(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun‘ |
»2018 Nomor 3)

. Dengan Persetujuan Bersama : :
- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
; ' ' 'dan -
 BUPATI l\’ARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

o PERATURAN ~ DAERAH  KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR - 12 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN .
MENARA TELEKOMUNIKAS[

» Pasall _ _
‘Beberapa ketentuan dahm Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendahan .
Menara *&’I‘eleko‘rriunika‘s'i" (Lembaran - Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2013, Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12), diubah sebagax.
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, 'schingga berbunyi sebagai

 berikut:

‘ ‘ Pasal 1 -

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar

20 Pemermtah Daerah adalah kepala daerah sebagai .
" unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
mermmpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang‘,

rnenjadl kewenangan daerah otonorn '

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.



4 Badan. us*xha adalah orang pcrorangan atau badan,'
hukum yang d1d1r1kan dengan hukum Indonema'
 serta beroperas1 di Indonesm Badan ~ adalah
v sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang

tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
| bterbatas,' perseroan kome_{nditer‘ vpe‘rseroanv: laihnya, '
“badan milik negara atau déerah déngan nama dan
dalam bentuk apapun persekutuan perkumpulan"
firma, kongsi, koperasx yayasan atau organisasi yang -
| sejenis, Iembaga dana pensmn bentuk usaha tetap‘
~ serta bentuk badan lalnnya _ L

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupat1
'vdan Dewan . Perwak:lan Rakyat Daerah dalam_'_
- penyclenggar‘idn Urusan Pemermtahan yang menjadx.,
. kewenangan Daerah. | -

6. Telekomunikasi ‘adalah . setiap ‘ vpe'manca‘r'an.
| 'pengxrlman dan/ atau peﬁerimaah dari ’setiap

‘mforma31 dalam bentuk tanda tanda, isyarat tulisan,
gambar, suara dan bunyl mclalm sistem kawat optlk ’
radio, atau sistem magnetlk yang lalnnya.

7. ,';TJaringavnv;v Telekomunikasi adalah rangkaian |
“perangkat Telekomumkam dan kelengkapannya yang
' dxgunakdn daldm rangka bertelekomumkasx ‘

| 8.’:Jarmgdn Utama - adalah bagxan dari Jaringan
infrastruktur Telekomumkas1 yang mengh_ubﬁngkan
- berbagai elemen Jaringan”[‘elekomunikasi yang dapat
‘_berfungm sebagal saiuran utama (central trunk), titik.
penyambungan utama untuk teknologi komumka51

o mrkabel/ _Mobzle Swztchmg Center (MSC), pengontrol B
stasiun basis/  Base Station Controller
'(BSC) /pengontrol Jarmgan radlo/ Radzo Network
| Controller (RNC), dan jarmgan transrmsx utama -

(backbone transmission). '

9 Penyelenggdra T elekomumka31 adalah perseorangan

: badan ‘usaha mlhk daerah, badan usaha milik negara,

 badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi



':kearhanan . pertahanah negara . yang telah o

>v'meridapatkan izin - untuk menyelenggarakan jasa

Telekomunikasi, Jarmgan‘ Telekomumkasx ‘dan

Telekomunikasi khusus.

10

Pcnyelenggafaan '»'_”I‘e_lek(')munikasi adalah kegiatan

' pényédiaan dan pélayanan Telekomunikasi sehingga_ B

‘ merﬁunékinkan terSélénggafanya Telekomunikasi.

11,

S 12.

Operator Telekomumkam adalah mereka yang secara’

fisik membangun mfrastruktur Telekomunikasi

_ dasar blasanya ﬁber optlk peralatan Tclekomumkasi

berba31s radio (Base Transcewer ‘Station [ BTS)
selular, sentral telepon, dan lain- Iam.

Menara - Telekomunikasi yang selanjutnya disebut

- Menaraﬂadalah.bangiinan ‘untuk kepentingan umum

' yv'vanvg' didirikan di atas tanah, atau ‘bangunan yang

merupakan satij ~ kesatuan - konstruksi dengan

'bangunan' gedung yang  digunakan untuk

, kcpentmgan urnum yang struktur fxslknya dapat

berupa kerangka baja yang diikat oleh berbagau

: simpul atau berupa tunggal tanpa' 31mpu1 d1 mana

13.

14.

fungsi, desain dan konstruksmya dlSCSU.alkaI‘l sebagau

‘sarana penunjang menempatkan sarana perangkat _

Telekomun1ka<:1
Penyedia Menara:.adalah perscorangan, badan usaha
milik dacrah, badan usaha milik negara, badan usaha ‘

milik swasta yang memiliki, dan mengelola menara

}’t}évleko‘munAika'Si “untuk digunakan bersama oleh

Penyelehggara Telékomunikasi. |
Pcngelpla Menara adaléh" Badan Usaha yang

mengelola  atau  mengoperasikan ‘Menara

- Telekomunikasi yang dfmiiiki oleh pihak lain. :

15.

Penataan Kawasan Penyelenggaraan Infrastruktur.

Menara ’I‘elekomumkaa dalam peraturan ini adalah

; pembaglan atau pemecahan suatu areal menjadi

: bcberapa baglan dalam hal ini bertujuan untuk -

memlsahkan w11ayah urban suburban dan rural.



16. KaWasan Penyéienggaraan- "Infras‘tfuktuf: Menara

Telekomumkam adalah kawasan yang dlperbolehkan

»untuk mendmkan menara - telekomunikasi dalam

.}bentuk tertentu disertai dengan pengaturan Jarak

17.

~untuk mendapatkan pola yang proporsional dengan

peta 'menara - telekomunikasi  eksisting, batas

vadmmlstrasx mlayah dan Rencana 'I‘ata Ruang

Wilayah. o »
Menara Bersama Telekomumka& yang seianjutnya
dlSCbL’lt Menara Bersama adalah Menara

Telekomumka51 yang dlgunakan secara bersama oleh

'bcberapa  Operator Teiekomumkam ~ untuk

menempatkan  dan mengoperas1kan peralatan

Telekomumka51 ‘berbasis radio (Base Transcewer

Statzon) beldasarkan " Penataan Kawasan
Penyelenggaraml : : Infrastr_uktﬁr "~ Menara
- Telekomunikasi.

18,

Mcﬁara Kamuflase adalah menara telekomunikasi

- yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan

19.

| pengawasan, péngendalian pengecékan, dan

}mgkungan di mana menara tersebut berada

Pengendalian Menara _Tglckomumkasr adalah upaya

pemantauan  terhadap penzman . Menara

Telekomunikasi, = keadaan fisik Menara

" .Telekomunikasi dan . potensi serta. kemungkinan

 Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata

20.

timbulnya - gangguan atas . berdirinya -~ Menara

ruang, keamanan dan kepentingan umum.
Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selénjutnya
disingkat IMB Mcnara adalah izin mendirikan

bangunan - sesuai- dengan peraturan perundang—'

= undangan yang berlaku .

21.

Pentanahanv atau groundmg 'adalah" sistem

"pentanahan yang terpasang pada suatu 1nstala31 :

llstrxk, yang ‘bekerja . untuk memadakan beda'

~ potensial dengan mengalirkan arus sisa dari



- ——————— -
o .

keboéoran tegangan atau arus dari sambaran petir ke

" bumi.

0.

Peta’ T1t1k Loka51 Menara, yang selanjutnya dlsebut

Peta Loka31 adalah informasi tentang persyaratan tata

’ bangunan ‘dan lmgkungan gunav pembangunan’ '

dan/atau - merawat bangunan » sesuai dengan

8 persyaratan admlmstratxt dan persyaratan tekms_

| ‘yang bcrlaku

23.

Pembangunan adalah keglatanb pembangunari ’

Menara yang dlldksanakan oleh penyelenggara'

Telekomumkas1 dan/atau penyedla Menara di atas

tanah  / lahan milik Pemerintah Kabupaten

Karanganyar atali' “milik . masyarakat secara

perorangan maupun lembaga sesuai dengan Penataan

Kawasan ~Penyelenggaraan Infrastruktur Menara

Telekomunikasi - yang - meliputi- perencanaah,

' pengUrijsén izin, pembangunan fisik - Menara :

’I‘elekomumkam beserta fasilitas pedukungnya :

04,

Tlm Pengendahan Menara Telekomumkasx d1 daerah

: lyang selan_]utnya dlslngkat TPMT adalah tim yang

dlbentuk dalam rangxa untuk melakukan kajlan

tekms berkaitan dengan pembangunan operasmnal'

dan pengawasan dan pengendahan Menara bersama’

" Telekomunikasi.

95,

'_Retribusi ‘Pengendalian Mer;varé‘ adalah pungutan

~ daerah  sebagai v-:pcmbayaran,v' atas pemberian

'pelayanan t‘evrhada'p pemanfaatar_l ruang ;unu:lk

Menara Telekomumkam dengan - memperhatikan

‘vaspek tata ruang, keamanan dan kepehtingan '
'umum ' o B “

6

F‘enyxdlk Pegawal Negen ':'Sipil' Daerahb yang

sclanjutnva dqpat dxsmgkat PPNSD adalah pejabat: ,

pegaWax ‘negeri  sipil tertentu  di lmgkungan

- Pemerintah - Dderah yang diberi wewenang oleh
vundang-undang untuk melakukan penyidikan

o terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.




2. Ketentuan Bagtdn Kesatu BAB I[I dtubah schiﬁggé
: ’berbunyl sebagax berikut: ' : | ’

» - Bagian Kesatu v ‘
' Penataan Kawasan Pembangunan Menara

Telekomumka51

3. Ketentuan Pasal 4 dlubah sehmgga berbuny1 sebagal_‘
benkut

‘ Pasal 4 _ ‘
‘ (1) Pembangunan - dah 'pehgo-perasiar'l ‘Menara wajib
| mengacu kepada Penataan Kawasan Pembangunan: -
Menara » Telekomumkdsx di Daerah. dan"
pelaksanaannya dllakukan secara bertahap |
- (2) Penataan - Kawasan Pembangunan sebagaimana* '
; dimaksud pada ‘ayat (1) berfungéi untuk |
mengafahkan _ rrllenj‘aga vdan‘ menjamih - agar
pembdngunan dan pengoperasxan Menara di Daerah
vdapat terlaksana dan tertata dengan baxk sesuai
~ dengan Peta Lok_asx-Menara yangtelah dxtetapkan dan
berorientési ‘ "masaj - depan, . terintegrasi serta
rriémberikan manfaat yang sébesar-besarnya bagi
semua plhak | | '
(3) Penataan | Kawasan- Pembangunar_i sebagaimana
-dimaksud ‘pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
a. menjaga estetika kawasan tetap indah, bersih dan
lestan dan Lcrpchhara . . ,
b. mendukung kehldupan sosial, budaya, pohhk dan i
ekonomi serta kegiatan pemerintahan; |
c. menghmdarl, pembangunan Menara yang tidak -
terkendali;

d.‘mcnemukan tmk lokasx Menara supaya tertata

‘dengan baik;



e mewmudkan standarlsasx bentuk kuahtas dan

: keamanan Menara, . S -

f. meminimalisir gejolak sosial;

' gv. .méhingkatkan cifra Wi'la:jrah'

h mewujudkan kcselarasan dengan Rencana Tatav
‘Ruang Wllayah B

i memudahkan pengawasan dan pengendahan

j- menjamin terpenuhmya Icgahtas setiap Menara; o

k. mewu_]udkan kepastlan peruntukan dan eﬁs1en31
lahan; = ' - )

1. memenuhl kebutuhan lalu Imtas Telekomuml{am

 Seluler secara 0pt1ma1 ' |

m. menghmdan ~w11ayah yang- -~ tidak terjangkau
(blankspot area), | _

n. menjadl pedoman yang dapat dxgunakan oleh

seluruh Operator Telekomun1kas1 baik Sistem

Global untuk Kornurukam Bergerak/GSM (Global -

System for M_obzle ‘Communication) maupun Divisi
Multi Akses Kode/CDMA (Code Division Multiple
Access) serta dapat d1gundkdn untuk layanan
nirkabel, Jarmgan area lokal/Local Area Network
(LAN} dan 1am lain; - |
o rnewu_mdkan ‘ ef131en51 dan  efektifitas biétya
: Telekomunikasi dan blaya inveétasi akibat 'édanyé
| kerja sama antar Operator TelekomumkaSI dan
p. mendorong persamgan yang lebih schat antar .
Operator TelekOmumka81 | v ' v
4 Ketentuan lebih' lanjut rnengenax Penataan Kawasan
Pembangunan Menara Telekomumkam diatur dalam .

Peraturan Bupatl




4, Ketentuan Pasal 11 dmbah sehxngga berbunyl sebaga1

benkut

(1)

@

o - Pasal 11
Menara harus d11engkap1 dengan sarana pendukung

dan. 1dent1tas hukum yang jelas dan dapat

‘ dlpertanggung]awabkan

-_Sarana pcndukung sebagaimana d1maksud pada ayat »

(1) harus sesua1 dengan peraturan perundang-

- undangan yang b(.rlaku antara lain:

je

53'

:rqa ™o

a. pentanahan (groundmg)

b. ‘penangkal petlr

c. catudaya, , o

d.l'lampu halangan penerbangan (Aviation Obstructzon
Light); | | |

e: marka halancan penerbangan (szatzon Obstructzon
Marklng) dan

f. paga’r, pengamanan

‘I‘dentitas 'huk'u'ﬁu lerhadap Menara sebagalmana

- dlmaksud pddd ayat (1) antara lam

a. nama pemxhk Menara; )
'penyedla jasa konstruk51 )

‘lokasi Menara

a o

t1ngg1 Menara dan titik koordmat
tahun pembuatan / pemasangan Menara
‘luas area Menara; |
kapasuas listrik terpasang,
. beban mdk31ma1 Menara, L

data - Opcrator Telekomumka31 yang menyewa _

—e
. 4

» (tenant} di Menara tersebut dan

- j. nomor dan tanggal IMB.




5 Keten.tuén' Pasal 17 diuba‘h, séhingga "_berbjunyi sebagai
berikut: o
- Pasal 17
Penggﬁnaan Mcnarab : Bersama_ antar Penyel_enggara
~Te!ekomunikééi antéra: Penyédié ‘Menara dengan
Penyelenggara Telekomumka31 atau antara Pengelola
‘Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, Iﬂarusb"
b'dltuangkan--dalam _perjanjian tertuhs dan dilaporkan .
;kepadé Pemerintah Daerah me-laluib Perangkat Daerah

 terkait.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah, schingga berbunyi sebagai
berikut: o |
| ._Pésal'is
(1) Dalam 'rangkab kélancaran- dan keberhasilan-,’
.pelaksanaan program menara bersama, Bupati
'membentuk TPMT. . |
| [2) TPMT sebagalmana dlrnaksud pada ayat (1) bertugas -
 untuk: o ' | '
a. melakukan kajian teknisb ‘terhadap deéain,:
| fpenataan, déhfpembangunan;' R
b. melakukan - pemb_ivnaan',‘ pengendalian, ~ dan -
pengawasan I |
S c. .memberlkan rekomendasx pembenan izin;
d. memberxkan rekomendam pencabutan izin; dan
e 'membérikan" rckomendaS1 ' petﬁbongkaran :
bangunan Menara _‘
- (3) TPMT dalam melaksanakan tugasnya sebagalmana}"
dlmaksud pada ayat (2) berkedudukan dan dibawah
koordinasi Perangkat Daerah yang membldangl
~urusan komunikasi dan informatika.
(4) TPMT sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) terdiri

da_rl unsur mstansy terkalt.vdan dltetapkan dengan

Keputusan Bupati.



7 Ketentuan Bagian Kedua dxubah schingga berbunyi
) ;'sebagax berlkut P '  | )
| - Bagian Kedua

Peta Lokasi

8. Ketentuan Pasal 20 dlubah sehlngga berbuny1 sebagalﬂl
o berikut: - |
v Pasal 20 B v
:‘(l)Pembangunan Mcnard dlawall d(.ngan permohonan?
Peta Lokasi kcpada Bupan melaiul Kepala Perangkat‘
Daerah yang menangam tata ruang.
>(2) Peta 1Lokas1 merupakan = bagian = yang tidak
. terp{sahkan dari persyaratan dokumen perlzman__ :
pcmbanounan Menara. f o ,
| - (3) Blaya yang tlmbul aklbat dlterbltkannya Peta Lokasy
dlbebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanjav'
Daerah pada Perangkat Daerah yang berwenang d1
bxdang tata ruang ' - v
: (4) Ketentuan ‘lebih lanjut mengenai _tata' cara
permohonan Peta Lokasx diatur dalam Peraturan

Bupatl

9. Ketentuan Pasal 21 dlubah sehmgga berbuny1 sebagal'
berikut | - o -
‘Pasal 21

" Setiap .. orang atau badan yang akan melakukan

’ pembangunan dan pengopera31an Menara wa_]lb mem1hk1
B Dokumen Upaya Pengelolaan ngkungan Hidup dan
b.lUpayd Pemantauan ngkungan Hldup (UKL UPL) yang‘
btelah mendapatkan rekomendaSI dari Perangkat Daerah
© yang memb1dang1 hngkungan hidup sebagal pemenuhan L

komitmen - penerbitan " izin lingkungén oleh Lembaga

- Peruman ‘Berusaha Termtegra51 Secara Elektromk atau

- 0SS (Onlme Smgle Submzsszon)




10. Ketentuan Pasal 22 dlhapus sehmgga berbuny1 sebaga1 :

berxkut e
' Pasal 22

- Dihapusvl :

11,

12

Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 dlSlSlpkan 1 (satu)
Bagian baru yakm Baglan Kehma sehmgga berbunylv

sebagai berikut:

| Bagian Kelima | |

Perigélihan Kepemilikan -

Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 'disisipkén 1 (satu) Pasal

 baru yakni Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

| - Pasal22A

(1) -Sctiap pengalihah status képcmilikan Menara wajib

dilap’drkan kepada Pemerintah Daerah. ,.

2) Pcnga:lihaﬁ'vstatu‘s kgpcmi'likan ‘Menara disémpaikan

kepada Pemerintah Daerah sebelum dilaksanakannya
I;roses pen’galiha‘n dengan diterbitkarihya persefujuan

pengalihan "status kepemilikan Menara.

(3) PelsetUJuan pengallhan status kepemlhkap Menara.

dlberlkdn apabﬂa pemnllk Menara sebelumnya telah‘ ‘
mcmenuhlu seluruh kewajiban kepada Pemerintah
Daerah. v | : o -

(4) Pehgalihanv status 'képerriifikaﬁ ‘Menara yang tidak
'dilapovrkan 'kepada Pémeriritah Daerah sebagaimana .
- dimaksud pada ayat (1), maka seluruh tanggung
Jawab dan kewajlbannya dlbebankan kepada permhkv ,

‘Menara yang terdaftar pada Pcmerlntah Daerah.-



13. Ketentuan Paqal 24 dlubah sehmgga berbuny1 sebagal
o bertkut ’ )

14,

Pasal 24

"Jems Menara terdlrl dari:

a. berdasarkan tempat berdlrmya

- L Menara yang dtbangun d1 atas tanah green f'eld),
dan _ - :

2. Menara yang dxbangun di atas bangunan (roof top)

" b. berdasarkan penggunaannya

1. Menara Telekomumka31 se}uler; dan

2. Menara Tc’-lc‘komunikas’i khusus.

c. vberdasarkan struktur bangunannya

1. Menara mandm (self supportmg tower)
2. Mcnara teregang (guyed tower),

3. Menara tunggal (monopole lowed dan
4 v

Menara kamuﬂase
Ketentuan Pasal 35 diubéh, sehingga”berbur‘lyi sébégai‘-
berikuvt: _ . '_ . ' '
| . Pasal 35

(1) Dalam hal R jangka, w_eikto 'p,embekuan Jizin -

sebag‘aim‘avna dirhdksud délam Pasal 34 ‘aya't' 4), |
telah te_rlampui' dan tetap tidak melaksanakan
kewajiban sesiiai dengan.- ketentuan' peraturan

Daerah m1 maka IMB Menara dzcabut

-(2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagalmana dlmaksud

pada ayat (1) dltmdaklan_]utl dengan pembongkaran‘,

Menara beserta bangunan penunjangnya

(3) Pembongkaran - Menara dan /atau bangunan

penunjangn_ya dllakukan oleh pemegang izin paling

‘lama 3 (tlga) bulan sejak pencabutan izin.

(4) Apablla dalam Waktu 30 (tlga puluh) har1 sejak

tenggat Waktu sebagalmana dlmaksud pada ayat (3},
Menara dan/atau bangunan penunjangnya tidak
dxbongkar oleh - pemegang izin, maka Menara
N .'dan/atau bangunan penunjangnya rnenjadl milik

/dxkuasal oleh Pemermtah Daerah, dan selanjutnya




’;  (5} Ketentuan leblh Ianjut mengenal pembongkaran

dllakukan bongkar paksa oIeh Pemermtah Daerahl-,::‘. o

dengan bxaya dan pemegang 121n

Menara sebagalmand dlmaksud pada ayat (2) dan eE T

B ayat (3) dzatur dalam Peraturan Bupat1 )

. 15 Ketentuan Pa%ai 41 dlubah sehmgga berbunyl sebagaif‘
: berlkut o B R -

| Pasal 41

. (1) Menara yang telah berdlrx dan ber1zm sebelum, o

'dltetapkannya Peraturan Daerah ini dan telah sesuar R

o ’,'dengan Penataan Kawasan Pembangunan Menara“ T

- .f_‘dan dlarahkan untuk dlgunakan sebagai Menarai . B

‘ vf‘f?"bersama dengan memperhatlkan anal131s kelayakan :

'-'Telekomumkam yang berlaku d1aku1 keberadaannya':_z |

' ':.':’}teknls Menara;] E f';ﬁ ;::f

@ V

"   ] 'dltetapkannya peraturan Dderah m1 tetapl t1dak.fv:j"'fv;'-ﬁ” -

e ‘sesuai engan Penataan Kawasan Pembangunanf

. '-‘:".'bvv.'Menara TelekomumkaSI yang bcrlaku tetap dlakult'ff o
bv,keberadaannya dan wajzb menyesualkan bentuk};':l:" IR

Menara scsua1 dengan peta kawasan palmo 1ama 3

Menara yang. Iah berdm dan berlzm sebelum e T

: f,(tlga) tahun sejak peraturan Daerah 1m

P f:dlundangkan e

. sebelum d1tetapkannya peratumn Daerah ml wa_ubiﬂb‘ L

Menara yang telah berdm tetat;n bclum memlhkl 121n

mclcngkapl dokumen perxzman sesua1 dengan

‘,peraturan perundang undangan yang berlaku pahng o

Y lambat 1 (Salu) tahun setelah peraturan Daerah 1n1

sebagaimana dlmaksud pada ayat ( ) belum dlajukan | e
3 31zmnya, _. maka keberadaan Menara dlserahkan :_‘-;f' .
' :fkepada TPMT - untuk d1laksanakan proses “ o

- “:'_'pernbongkaran sesqall d‘engan lfetentuan yang'jf"j._v-'.i o

’ ”dlundan gkan

vApablla dalam kurun waktu 1 [satu} tdhun Menara, - :




o %bDlundangkan di Karanganyar

- . Pasalll |
Peraturan Daerah _ ini mulai berlaku pada ".tang‘gall
dlundangkan o -

Agar setiap orang mengctahuxnya, 'rne-mefivnféhkan ‘
pengundangan  Peraturan  Daerah | ini v-}}.dengan'

penempatannya dalam Lembarah " Daerah Kabupaten

Karanganyar.

- Ditetapkan di Karénganyar

pada tanggal 26 Desember 2019

- 'BUPATI KARANGANYAR,
o

JULIYATMONO

| 'pada tanggal 31 Desember 2019

‘: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

SUTARNO -

. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 23
' NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI

- JAWA TENGAH :

(23 444/2019)

~ Saliilan sesuai dengéﬁ aslinya
- SEKRETARIAT DAERAH
3 KABURATJEN:KARANGANYAR

SEX N,

i .‘ él.e. e”éTa\Bagg ‘n Hukum ot

p.

NIPQ\?__L/TSII }99903 1009



L

PENJELASAN
o f ATAS o .
PERATURAN DAERAH I\ABUPA’I‘EN KARANGANYAR
‘ - NOMOR 23 TAHUN 2019 ‘
" TENTANG

E PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPA’I‘EN KARANGANYAR

NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN MENARA
' TELEKOMUNIKASI
UMUM | - | |
o Dengan semakm memngkatnya kemajuan teknologi di bidang .

Telekomunlkam semakm banyak jenis Menara yang dibangun oleh para

: pengusaha di bxdang Telekomunikasi. Peraturan Daerah Kabupaten

“,‘Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendahan Menara -

e Telekomumkasx belum mengatur Jems Mcnara baru sehmgga Pemerintah -
: Kabupaten Karanganyar belum mempunyal dasar aturan bagi Operator
T Telekomumkam yang mengajukan pembangunan ‘Menara Jenls “baru

3 dlmaksud : -

D1 sampmg itu dengan dlbcrlakuxannya Peraturan Menterl Dalam

_Negcrl Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pcncabutan Izm Gangguan maka

‘f“pengaturan daiam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 B

1 Tahun 2013 tentang Pengendahan Menara ’I‘elekomumkasx yang terkaxtv _

: izin gangguan juga perlu d1cabut

Rencana Induk Menara Telckomumkam (Cell Plan) yang sudah ada

: ] Sudah tldak sesual. dengan kondisi saat 1m, karena banyak daerah yang -

v‘tldak terlayam (blank spot), oleh sebab itu - perlu pengaturan terkalt'v/-

CILE

- ‘_’penataan kawasan dengan mempertlmbangkan Jems Menara dan jarak

g antar Menara

Sehubungan deng'm hdi te'rs,cbut d1 atas Peraturan Daerah

3 . Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendahan | v

Menara Telekomumkasx perlu d1ubah

PASAL DEMI PASAL , '

| Pasal I
Angka 1 _

" Pasal 1 o
Cukui:ﬁjelas |



B A‘ngkav4

| ) NVA‘ngka 5
‘A;gkébf')

- .A}nga 7

‘Af‘zgka 8

. Angka 11

 Angka 12

Angka 2

Baglan Kesatu

Cukup Jelas o
-»Angka 3

Pasal 4
Cukup _]elas’

Pasal 11
o Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup jelas :

Pasal 18 v
Cukup jelas

Baglan Kedua

Cukup Jelas

" Pasal 20
Cukup jvelas -

Angka 9

Pasal 2 1

Cukupjelas o "
| ‘.Angka 10

Pasal 22
: Cukup jelas

Baglan Kelima

Cukup jelas

Pasal 22A v B
Cukup Jelas



B ¢4

Angkn 13

- Pasal 24 |
Hurufa v
Angka 1. ,
Yang dxmaksud dengan Menara Green Field adalah
Menara Telekomunikasi yang didirikan di atas o
'_ tanah ' |
Angka2 |
Yang dlmaksud dengan Menara Roof Top adalah
| Menara Telekomumka& yang dxdlrlkan d1 atas |
. bangunan
Huruf b )
Angka 1. i ‘ : -
:F ' vYang dxmaksud dengan Menara ’I‘elekomumkasf

Seluler adalah Menara Telekomumka31 d1 mana

"plrantl komun1ka31 penenma smyalnya berupa- '

telepon seluler -
Angka2 , ,

Yang dlmaksud dengan Menara ’I‘elekomumkasf

. Khusus adalah Menara Telekomunlka31 yangu

: berfung31 sebaga1 ’ pcnunjang jaringan

Telekornumka& khusus

Huruf c

Angka 1. .
Yang dxmak%ud dengan Menara Mandm adalah
Menara Telekomumkam yang mem1hk1 pola batang
| yang dlSUSUI‘l dan dlsambung sehmgga membentuk
| rangka yang berdm sendm tanpa adanya sokongan
‘ Iamnya » ' '

Angka 2.

_ Yang dlmaksud dengan Menara ’I‘eregang adalah
Menara 'I‘elek_omunlkam yang berdiri denganv
diperkuat k-abél—kabél yang diangkurkan pada
iandasén tanah dan disusun atas pnla'batang yang
}memxllm dlmenm batang leblh kecﬂ dar1 Menara

‘ ’I‘elekomumka& ‘mandiri.



N CY

Angka3 » ; , .
--Yang dxmaksud dengan Menara Tunggal adalah"_
Menara TeIexomumkasx yang bangunannya v’

berbentuk tunggal tanpa adanya sxmpul 31mpul
rangka yang menglkat satu sama lain.
Angka 4. v
: | | Cukvuvp‘ jelas
Angka 14 |
| Pasal 35 o
Cukup jelas
Angka 15 | _v L S
 Pasaldal b
_. S - Cukup jelas o | |
*Pasalll P
. Ci;kupjelas

* TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 114



